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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Seseorang pada mulanya berinteraksi ataupunmeyerupai satu sama lain dalam cara 

yang sangat dekat, terutama dengan bertemu langsung secara fisik. Dulu, pola ini 

dilakukan dengan cepat dan hanya mencakup area yang kecil. Pola ini memiliki kendala, 

terutama yang berkaitan dengan ruang dan waktu. Pola yang dahulu dibatasi oleh ruang 

serta waktu sudah merasakan evolusi yang pesat dalam perkembangan kontemporer. 

Munculnya zaman modern kini ditentukan oleh kemajuan komputer, informasi, serta 

teknologi. Komunikasi manusia menjadi sangat sederhana untuk sebab dari 

perkembangan di bidang ini, dan tidak lagi dibatasi oleh jarak atau waktu. 

Segala bidang kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan teknologi 

informasi, tidak terkecuali industri perbankan. Fakta bahwa ada bank di dunia ini 

memainkan peran penting karena mereka adalah fondasi dari sistem keuangan masing-

masing negara, terutama bank umum. Bank merupakan lembaga keuangan tempat bisnis, 

organisasi pemerintah, individu, dan masyarakat umum dapat menyimpan uang mereka 

untuk digunakan di masa depan melalui berbagai layanan termasuk kredit.1Perilaku 

profesional selalu diperlukan agar bank dapat beroperasi secara efektif. sehat dan mampu 

bersaing secara internasional. Kemajuan di era globalisasi ini, ilmu pengetahuan dan 

teknologi berkembang pesat. 

Kemajuan teknologi informasi memberikan dampak yang signifikan bagi industri 

perbankan, sehingga memungkinkan untuk melakukan inovasi dalam rangka 

                                                           
1 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Bandung: CV Mandar Maju, 2008, hlm. 7. 
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menjalankan kegiatan usahanya. Penggunaan mobile ataupun SMS banking serta internet 

banking untuk nasabah yang menyetor modal untuk memudahkan mereka dalam 

menyelesaikan berbagai transaksi moneter dimanapun mereka berada, dan mengelola 

kartu kredit, merupakan contoh inovasi yang diterapkan di bidang perbankan berhubung 

dengan penggunaan dari teknologi informasi.  

Metode transaksi kontemporer yang tidak melibatkan uang tunai adalah 

penggunaan kartu kredit. Meskipun penggunaan kartu kredit tidak dimaksudkan untuk 

sepenuhnya menggantikan penggunaan uang tunai atau cek untuk pembayaran, terutama 

untuk transaksi reguler tingkat menengah, tetapi sebenarnya dapat mengubah peran 

metode pembayaran tersebut. Penggunaan kartu kredit masih jarang untuk pembayaran 

di bawah tingkat menengah. Karena konsumen sering menggunakan uang tunai untuk 

transaksi kecil, sementara memilih cek atau surat berharga lainnya untuk transaksi yang 

lebih besar. 

Kartu kredit adalah alat yang berbentuk kartu yang dikeluarkan oleh bank serta bisa 

dimanfaatkan untuk beberapa jenis transaksi keuangan. Kartu kredit 

diserahkanpadapemilik kartu sehingga mereka bisa menggunakannya untuk melakukan 

pembelian di lokasi di mana penerbit kartu telah bekerja dengan mereka. Kartu kredit 

dapat berfungsi sebagai sejumlah tujuan tambahan selain digunakan sebagai bukti 

identitas orang yang namanya tercatat pada kartu yang bersangkutan, sehingga 

memungkinkan orang tersebut untuk menggunakan layanan yang disediakan oleh kartu 

kredit tersebut. 

Kebutuhan kartu kredit di masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi 

membuktikan pertumbuhan yang sangat pesat sepanjang waktu. Tingkat keamanan 

teknologi perlu ditingkatkan supaya pemakaian kartu untuk alat pembayaran selalu bisa 
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dilakukan dengan benar sertaefisien. Hal ini berlaku baik untuk keamanan kartu itu 

sendiri.Selain itu, metode yang dipakaidalam melakukan transaksi alat pembayaran 

menggunakan kartu kredit juga aman.  

Jika melihat pertumbuhan pemakaian kartu kredit di Indonesia sejak tahun 1990, 

Anda akan melihat bahwa hal itu terjadi dengan sangat cepat. Saat ini, ada sekitar 300.000 

kartu kredit yang beredar di Indonesia. Tujuh tahun kemudian, pada tahun 1997, 

jumlahnya meningkat menjadi 1,8 juta lembar, dengan rincian sebagai berikut: 1.000.000 

lembar (VISA), 700.000 lembar (Master Card), sisanya AMEX, JCB, Diners Club, dll. 

Selain itu, ada adalah peningkatan volume transaksi yang signifikan dari Rp 790 miliar 

pada tahun 1990 menjadi Rp 7,6 triliun pada tahun 1996. 50 juta transaksi dan 3,4 juta 

lebih orang memiliki kartu kredit pada tahun 2001. Lebih dari 117 juta transaksi, ataupun 

216 transaksi kartu kredit per hari, kini sedang dibuat. Dengan kata lain digunakan untuk 

menggesek kartu kredit saat berbelanja atau melakukan pembelian lainnya. Menurut 

AKKI, terjadi peningkatan penggunaan kartu kredit digunakan mencapai 17,66 juta kartu 

dengan nilai kredit gabungan Rp 95,4 triliun per September 2017. Meningkat dari 17,4 

juta kartu yang beredar di akhir tahun 2016. Meluasnya penggunaan kartu kredit di 

masyarakat saat ini telah melahirkan suatu industri dengan sejumlah peserta yang 

semuanya telah diuntungkan dari penggunaan kartu kredit, khususnya: Pemilik 

bisnis(merchant) manajer transaksi (acquirer), dan bank penerbit (card issuer), dan pihak 

utama, yaitu penerbit kartu kredit, datang berikutnya. Regulatornya adalah Bank 

Indonesia.2 

Pelanggaran informasi pribadi nasabah kartu kredit yang sering dilakukan oleh 

Bank telah menimbulkan masalah baru sebagai akibat dari pesatnya pertumbuhan 

                                                           
2 Sinta Dewi, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan 

Nasional dan Implementasinya”, Sosiohumaniora, Volume 19 No. 3 Nopember 2017 : 206 - 212 
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penggunaan kartu kredit di Indonesia. Fenomena ini nampaknya terkait dengan industri 

kartu kredit yang sangat menguntungkan sebabbank-bank yang menyelenggarakan kartu 

kredit didorong oleh suku bunga yang tinggi untuk terlibat dalam persaingan sengit satu 

sama lain untuk menarik konsumen sebanyak mungkin. Bank 

sudahmenggunakanpersaingan bisnis di pasar yang modern.3 

Nasabah dapat bertukar informasi pribadi mereka secara curang ataupun tidak 

pernah mendapatkan izin dari pemilik data. Informasi pribadi dapat dipertukarkan melalui 

sistem berbagi, yang melibatkan pertukaran informasi tentang data pribadi nasabah antar 

pusat kartu, pengungkapan informasi tentang transaksi yang melibatkan pemegang kartu 

kredit kepada pihak ketiga, atau perdagangan di antara mereka sendiri atau melewati 

pihak ketiga, yaitu, baik orang maupun bisnis. pengumpulan dan perdagangan data 

nasabah. 

Oleh karena adanya permasalahan dalam penyalahgunaan data pribadi nasabah 

pemakai kartu kredit, maka dengan hal ini terdapat peraturan tentang perlindungan 

informasi pribadi sesuai yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatakan:4 

 
 

Berdasarkan bunyi Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

                                                           
3 Utami, H.U. dan Sadeli, A.H. “Marketing Communication Innovation of Fresh Fruit and vegetables (FFV) 

Modern Retail Local Supplier : Competitiveness of Small Holder To Enter Modern Retail”. 

Sosiohumaniora, Vol 16 No.3 Novermber, 2014 
4 Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
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Elektronik tersebut maka  perlindungan data pribadi saat menggunakan teknologi 

informasi merupakan peranan dari hak individu (privacy rights). Definisi berikut berlaku 

untuk hak pribadi: 

a. Hak atas privasi adalah kebebasan untuk menjalani kehidupan pribadi tanpa 

gangguan dalam bentuk apa pun. 

b. Kebebasan untuk bertukar pesan dengan orang lain tanpa gangguan dikenal 

sebagai hak privasi. 

c. Hak dalam mengontrol akses terhadap data dan informasi mengenai kehidupan 

pribadi seseorang dikenal sebagai hak privasi. 

Seseorang yang haknya telah dilanggar dapat mengajukan gugatan untuk 

memulihkan kerusakan jika informasi pribadi mereka digunakan tanpa persetujuan.5 

Berkaitan dengan pernyatan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 

mengenai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 yang 

mengatur mengenai Keterbukaan Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi 

nasabah, ada ketetapan yang secara tegas menentukan penggunaan data pribadi (dalam 

hal ini data pribadi nasabah). Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tersebut 

dipakaiuntuk landasan operasional dari Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 

Tahun 2016 mengenai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, agar klien memahami risiko yang terkait dengan 

setiap produk bank yang disediakan dan bahwa penggunaan data pribadi klien dilindungi. 

Dari sisi hukum, perbankan tidak dapat memperkirakan penggunaan teknologi 

informasi untuk layanan perbankan, termasuk SMS banking, internet banking, mobile 

                                                           
5 Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
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banking, dan perbankan bagi nasabah pemilik dana dan pengguna kartu kredit. Akibatnya, 

perlindungan data pribadi nasabah tidak dapat diberikan secara ideal, terutama terkait 

dengan privasi data-data informasi pribadi rahasia tentang nasabah.6 Bank menggunakan 

teknologi komputer untuk memelihara data nasabah; informasi tidak hanya dikumpulkan 

secara manual tetapi juga dapat dikompilasi dari berbagai sumber. Sekarang komunikasi 

online telah maju, informasi ini disiapkan untuk dibagikan kepada publik dan pemerintah 

yang mungkin menggunakannya secara tidak tepat. 

Pengertian tentang nasabah juga terkait langsung dengan pengaturan data pribadi 

nasabah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 yang setelah itu 

dimodifikasi dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003, Pasal 1 ayat 2 

Prinsip Mengenal Pelanggan atau disingkat KYCP mewajibkan bank untuk 

mengidentifikasi klien mereka dan mengawasi aktivitas transaksional mereka, termasuk 

melaporkan setiap orang yang dicurigai. Dengan menolak perbankan dipakai sebagai alat 

untuk kejahatan keuangan, asas mengetahui pelanggan berkontribusi untuk menjaga 

integritas dan reputasi sistem perbankan. Prinsip Mengenal Nasabah diterapkan dengan 

pemahaman bahwa sangat penting untuk melindungi bank dari berbagai bahaya yang 

terkait dengan berurusan dengan konsumen.7 

Namun belakangan ini, banyak konsumen yang tidak senang dengan penawaran 

produk industri jasa keuangan melalui telepon atau layanan pesan singkat. Produk yang 

tersedia meliputi perlindungan asuransi, fitur kartu kredit tambahan untuk klien yang 

sudah memiliki kartu, dan penawaran voucher liburan. Perwakilan telemarketer 

independen biasanya mengklaim bahwa bank penulis dan lokasi tempat bisnis beroperasi 

                                                           
6 Budi Agus Riswandi, Aspek Hukum Internet Banking, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005,  hlm. 

186 
7 Arie, Perlindungan Hukum Privacy Data Nasabah dalam Penyelenggaraan Internet Banking, 2015, hlm. 

2 
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adalah mitra. Tentu saja, ini memicu ketidakpercayaan publik terhadap perusahaan 

pembiayaan yang sudah menyampaikan informasi pribadi nasabah kepada pihak ketiga 

tanpa persetujuan mereka. Pengungkapan informasi pribadi terhadap pihak ketiga tanpa 

persetujuan penguasa data. 

Kasus penyalahgunaan pemakaian data pribadi sudah banyak yang terjadi di 

Indonesia. Ada beberapa kasus yang terungkap namun lebih banyak kasus yang tidak 

terungkap di masyarakat. Salah satunya yang terjadi pada tahun 2016, Subdirektorat 

Reserse Mobil Direktorat Resersr Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil menangkap 

2 (dua) orang pelaku penjualan data pribadi nasabah penggunaan kartu kredit, Data 

tersebut dijual oleh pegawai outsourcing bank yang bertugas memasarkan kredit dan 

mengumpulkan data orang di mal-mal. Dua tersangka tersebut yaitu EP (37 tahun) dan 

IW (37 tahun) menggunakan data curian tersebut untuk membobol 15 (lima belas) kartu 

kredit. Data pribadi tersebut dibeli kedua tersangka dengan harga Rp. 3.000.000,- per 

kotak. Satu kotak diperkirakan berisi data pribadi sekitar 300 (tiga ratus) orang.  

Dari setiap kartu kredit, kerugian yang ditanggung pemilik data asli berkisar Rp. 30 

juta-Rp. 50 juta dengan total kerugian sekitar Rp. 300 juta. Data yang dibeli kedua 

tersangka tersebut sangat lengkap, mulai dari nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama orangtua, suami atau istri, hingga nama anak. 

Setidaknya ada 4 (empat) KTP palsu disitu pihak kepolisian. Seluruhnya memakai foto 

satu tersangka tetapi menggunakan data-data curian. KTP dan data pribadi digunakan 

untuk mengelabui pihak bamk dan operator telepon. 

Metode yang digunakan para pelaku biasanya disebut social engineering. Setelah 

mendapat data pribadi korban, kedua tersangka itu membuat KTP palsu dengan 

menggunakan mesin pemindai (scanner). Dengan bermodalkan KTP palsu tersebut, 
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tersangka mendatangi kantor operator telepon seluler. Tersangka meminta simcard baru 

yang sama persis dengan nomor telepon seluler nasabah. Operator telepon seluler 

biasanya memberikan simcard baru kepada tersangka, sedangkan simcard  yang dimiliki 

nasabah dimatikan. 

Pelaku kemudian menggunakan kartu kredit hasil dari pencurian identitas itu untuk 

belanja atau menarik uang tunai. Selanjutnya tagihan dibebankan kepada pemilik 

identitas asli yang tidak pernah melakukan transaksi. Dalam kasus pembobolan kartu 

kredit ini bukan kartu kreditnya yang digandakan melainkan hanya data dan identitas 

pemilik yang dicuri.8 

Selain itu, terdapat juga contoh kasus kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh 

platform pinjaman online (pinjol) yang dialami oleh korban yang bernama Robby 

Rachman yang diungkapkannya melalui akun media sosialnya. Robby mengungkapkan 

bahwa rekening banknya mendapat 2 (dua) kali kiriman uang dari nomor rekening yang 

tidak dikenal masing-masing senilai Rp. 804.000. Beberapa hari berselang, Robby 

menerima penagihan pembayaran pinjaman beserta bunga yang tentunya dengan nominal 

yang jauh lebih besar dari uang yang diterimanya. Adapun, nama perusahaan yang 

menghubungi Robby mengatasnamakan Koperasi Simpah Pinjam (KSP) Hidup Hijau 

Toko Diskon dan KSP Pulau Bahagia yang mana Robby menegaskan tidak pernah 

meminjam uang atau memasang aplikasi dari 2 (dua) perusahaan tersebut di ponselnya. 

Robby tidak menampik dirinya pernah mengakses pinjaman dari aplikasi pinjaman 

daring yang terdapat di Google Play Store. Oleh karena itu, Robby menduga data pribadi 

miliknya bocor dari aplikasi tersebut.9 

                                                           
8 Polisi Ungkap Penjualan Data Pribadi untuk Bobol Kartu Kredit Halaman all - Kompas.com (diakses pada 

tanggal 8 Agustus 2022 pukul 14.00) 
9 Tagihan Palsu dan Rentannya Penyalahgunaan Data Pribadi (bisnis.com) (diakses pada tanggal 8 Agustus 

2022 pukul 15.30) 

https://megapolitan.kompas.com/read/2016/11/28/16000081/polisi.ungkap.penjualan.data.pribadi.untuk.bobol.kartu.kredit?page=all
https://teknologi.bisnis.com/read/20210425/84/1385873/tagihan-palsu-dan-rentannya-penyalahgunaan-data-pribadi
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Selain itu, ada juga kasus mengenai pencurian data nasabah bank yang 

diperjualbelikan melalui situs internet. Polda Metro Jaya mengungkap kasus pencurian 

data nasabah dan jaringan pembobol kartu kredit. Data nasabah bank dibeli para 

pembobol kartu kredit dari situs web temanmarkeitng.com. Pemilik situs web itu juga 

ditangkap polisi karena menjual ribuan data nasabah dengan dalih untuk membantu pihak 

marketing menjual produk ke konsumen. Dari perbuatan tersebut, mereka meraup 

keuntungan ratusan juta rupiah.  

Data nasabah dibeli dari situs wen para pembobol kartu kredit ternyata memiliki 

database nasabah dari situs web temanmarketing.com milik seorang pria berinisial IS. 

Pembelian dapat dilakukan secara online dan pembayaran dilakukan melalui transfer 

antar rekening bank. IS berdalih, penjualan database nasabah ini ditujukan untuk para 

marketing yang hendak mempromosikan produknya. Kepada polisi, IS mengaku 

memiliki lebih dari satu situs web. Polisi masih menyelidikinya dan akan segera 

melakukan pemblokiran. Untuk 1000 data nasabah dihargai Rp. 1 juta. Pemilik 

temanmarketing.com mematok harga Rp. 1 juta untuk 1000 database. Dari database 

tersebut pembeli akan memilah data tersebut terlebih dahulu. 

Dengan harga yang sudah ditentukan, pembeli dapat memperoleh nama lengkap, 

nama ibu kandung, nomor telepon, dan data lain yang bersifat sangat pribadi bagi 

nasabah. IS mengaku mendapatkan database nasabah ini dari website lain dan dari 

berbagai forum di jejaring sosial. IS mengaku menjadi nasabah dalam melancarkan aksi 

kriminalnya. Metode pertama yang dilakukan para pembobol kartu kredit adalah dengan 

mengaku sebagai nasabah. Setelah mendapatkan data para nasabah, para pelaku 

mengecek data mana yang masih merupakan nasabah aktif. Kemudian mereka 

menghubungi call centre bank tertentu, mengaku sebagai nasabah bank dan meminta 
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kepada customer service bank untuk mengupdate atau memperbarui nomor ponsel data 

nasabah itu dengan dalih kartu kreditnya sedang mengalami kerusakan, kemudian bank 

melakukan verifikasi dengan cara memberikan berbagai pertanyaan detail kepada pelaku. 

Setelah lolos verifikasi pihak bank maka tersangka mendapatkan OTP (One Time 

Password), NM kemudian meminta customer service bank untuk segera menerbitkan 

kartu kredit baru dan meminta agar kartu kartu tersebut dikirim ke alamat rumah 

tersangka. Satu minggu kemudian kartu diantar ke alamat pelaku yang minta. Barulah 

pelaku dapat melakukan transaksi tarik tunai maupun belanja online. 

Modus kedua adalah para pelaku berpura-pura menjadi petugas bank. Mereka akan 

menghubungi korban dengan mengaku sebagai pihak bank dan memberitahukan bahwa 

kartu kredit milik korban sedang mengalami kerusakan. Lalu korban diminta 

menyebutkan ATP 3 (tiga) digit angka yang ada dibelakang kartu serta tanggal 

kadaluwarsa kartu kredit milik korban. Para pembobol juga menggunakan 80 sampai 100 

nomor telepon berbeda untuk menghubungi korbannya. Langkah pertama yang dilakukan 

para pembobol kartu kredit ini adalah memastikan status nasabah bank masih aktif. 

Mereka memilah data nasabah tersebut dengan cara mengecek keaktifan nomor telepon 

nasabah.10 

Contoh lain, ada juga kasus mengenai pembobolan kartu kredit yang terjadi akibat 

kebocoran data diri nasabah kartu kredit. Seorang nasabah bank, menjadi korban 

pembobolan kartu kredit. Nasabah mengaku bahkan tak mengalami tanda-tanda penipuan 

seperti adanya pihak yang meminta kode-kode khusus untuk membobol kartu kreditnya. 

Namun, tiba-tiba saja nasabah bank tersebut mendapatkan tagihan kartu kredit sebesar 

Rp. 55.000.000,-. Kecurigaan nasabah bank tersebut bertambah karena biasanya, 

                                                           
10 https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/20/05300051/7-fakta-kasus-pembobolan-kartu-kredit-

dari-data-nasabah-curian (diakses pada tanggal 9 Agustus pukul 10.00) 

https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/20/05300051/7-fakta-kasus-pembobolan-kartu-kredit-dari-data-nasabah-curian
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/20/05300051/7-fakta-kasus-pembobolan-kartu-kredit-dari-data-nasabah-curian
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kalaupun nasabah bank tersebut menggunakan kartu kredit untuk bertransaksi, nasabah 

bank tersebut akan menerima pemberitahuan melalui e-mail. Nasabah bank tersebut 

mengatakan, dalam kurun waktu sebulan tidak pernah menggunakan kartu kreditnya. 

Dengan berbagai kecurigaan tersebut, nasabah bank tersebut melaporkan hal ini 

kepada pihak bank. Sesampainya di bank, nasabah bank tersebut terkejut saat ditunjukkan 

daftar tagihannya yang mencapai Rp. 55.000.000,-. Setelah ditelusuri, ternyata ada 

seseorang yang mengaku sebagai nasabah bank tersebut telah mengganti kartu kredit 

meski masih atas nama nasabah bank tersebut dengan dalih kartu rusak melalui telepon. 

Namun, alamat pengiriman kartu tidak sesuai dengan alamat asli nasabah bank tersebut. 

Bahkan, kata petugas bank, pembobol kartu kredit tersebut menaikkan limit kartu kredit 

nasabah bank tersebut. Beruntung, pihak bank tidak meminta nasabah bank tersebut 

membayar tagihan itu dan segera memblokir katu kredit nasabah bank tersebut untuk 

segera diperbaiki.  

Dalam kasus nasabah bank tersebut, tentu sebagai nasabah tidak dapat mengontrol 

kerahasiaan datanya karena pembobol melancarkan aksinya langsung kepada pihak bank. 

Berbagai imbauan disampaikan kepada para nasabah, mulai dari larangan 

menginformasikan kode pribadi hingg mengklarifikasi informasi perbankan ke kontak 

resmi bank. Namun, menjadi masalah jika segala imbauan telah dilakukan, tetapi 

keamanan data tetap tak sepenuhnya terjamin.11 

Berdasarkan adanya permasalahan serta dari sisi hukum berhubungan dalam 

elemen perlindungan informasi pribadi klien tidak bisa diberikan sepenuhnya khususnya 

dalam hal informasi pribadi atau data rahasia nasabah, maka diperlukan perlindungan data 

pribadi nasabah kartu kredit bank pada aktivitas jual beli kepada pihak ketiga sehingga 

                                                           
11 https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/18/10334711/skimming-pembobolan-kartu-kredit-dan-

rentannya-data-nasabah-bocor?page=2 (diakses pada tanggal 9 Agustus 2022 pukul 10.30) 

https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/18/10334711/skimming-pembobolan-kartu-kredit-dan-rentannya-data-nasabah-bocor?page=2
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/18/10334711/skimming-pembobolan-kartu-kredit-dan-rentannya-data-nasabah-bocor?page=2
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penulis berencana untuk meneliti topik tersebut dengan menggunakan judul 

“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI NASABAH KARTU 

KREDIT BANK TERHADAP KEGIATAN JUAL BELI KEPADA PIHAK 

KETIGA”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Mengingat hal di atas, demikian pokok persoalanyakniberikut ini: 

1. Apakah regulasi hukum yang mengatur tentang perlindungan data pribadi untuk 

nasabah kartu kredit bank pada aktivitas jual beli kepada pihak ketiga ? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum data pribadi untuk nasabah kartu kredit 

bank pada aktivitas jual beli kepada pihak ketiga ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan bagaimana problem tersebut dinyatakan di atas, tujuan penelitian ini 

yaitu  

1. Dalam mengenal dan study regulasi hukum yang mengatur tentang perlindungan 

data pribadi untuk nasabah kartu kredit bank atas penjualan barang dan jasa 

kepada pihak luar 

2. Untuk mengenal serta mengalisis bentuk pembelaan hukum data pribadi untuk 

nasabah kartu kredit bank atas aktivitas jual beli kepada pihak ketiga 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Dari tujuan penelitian di atas, dimaksudkan agar penelitianini bisa menyampaikan 

keuntungan, antara lain: 
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1. Manfaat Teoritis 

Penulis mengantisipasi bahwa temuan penelitian yang dilakukan ini bisa 

berguna untuk perbesar pemahaman tentang perlindungan hukum untuk data 

pribadi nasabah kartu kredit bank terhadap kegiatan jual beli kepada pihak 

ketigaserta dapat memberikan pemikiran dan dapat bermanfaat dalam ilmu 

pengetahuan hukum di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

1) Dokumen ini bisa dipakaidalam menginformasikan kepada masyarakat, 

profesional hukum, dan badan pemerintah tentang perlindungan hukum 

atas data pribadi nasabah kartu kredit bank pada aktivitas jual beli kepada 

pihak ketiga 

2) Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Bank selain otoritas 

terkait lainnya, dalam rangka mengeluarkan implementasi Inovasi 

Keuangan Digital di Indonesia, serta bis menyampaikan saran terhadap 

penyelenggara Inovasi Keuangan Digital mengenai pentingnya 

melindungi data pribadi pengguna. 

 

1.5. Sistematika Penulisan  

Sebuah strategi penulisan yang dikenal sebagai sistematika menguraikan 

bagaimana bab I sampai V dari sebuah makalah penelitian harus diatur. Sistematika 

penulisan digunakan untuk memberikan garis besar substansi penelitian sehingga dapat 

memperlancar percakapan. Alur pemikiran sepanjang perencanaan penelitian 

digambarkan dengan proses menulis. Proses format penulisan makalah ini adalah sebagai 

berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini mencakup konteks sejarah masalah, definisi masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, serta pedoman penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menguraikan tentang landasan teori dan landasan konseptual yang 

terhubung dengan topik tesis atau topik yang sedang diselidiki. Teori disini bisa berupa 

aturan dan peraturan, teori yang telah mengalami pengujian objektif, serta penilaian ahli 

atau hipotesis. Tinjauan pustaka diuraikan secara sistematik sesuai dengan pembagian 

substansi teori menurut kebutuhan sajian teoritis atas permasalahan tesis yang berisi 

uraian dari hal yang umum ke khusus. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini di uraikan mengenai teknik penelitian dipakai dalam penelitian yang terdiri 

dari bentuk serta metodologi penelitian, sumber hukum, metode untuk mengumpulkan 

sumber hukum, kategori sumber hukum, sertaanalisis bahan hukum. 

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA 

Analisis bab ini oleh penulis akan melaksanakan analisis serta pembahasan dan 

menguraikan resolusi untuk rumusan masalah yaitu mengenai regulasi hukum yang 

mengatur tentang perlindungan data pribadi utnuk nasabah kartu kredit bank pada 

aktivitas jual beli kepada pihak ketiga dan sarana pembelaan hukum data pribadi untuk 

nasabah kartu kredit bank pada aktivitas jual beli kepada pihak ketiga. 

BAB V PENUTUP 

Berdasarkan temuan analisis masalah, kesimpulan dalam bab ini disajikan sebagai 

tanggapan singkat terhadap tantangan penelitian. Bab ini akan mencakup kesimpulan 
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serta rekomendasi yang dibuat oleh penulis tentang masalah yang masih ada atau yang 

belum dapat diperbaiki oleh penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


